Upava Menciptakan Birokrasi Yang Ideal dan Peningkatan Kualilas Aparatur Pemenntah

UPAYA MENCIPTAKAN BIROKRASI YANG IDEAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH

Oleh: Rosidah
Abstrak

Pembangunan bangsa memerlukan tatanan birokrasi yang ideal serta
tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang profesional. Dalam
pencapaiannya perly reevaluasi terhadap keberadaan birokrasi dan
SDM yang ada. Beberapa hambatan dalarm menuju sasaran-sasaran
pembangunan, tidak lepas dan faktor elitis, politik dan patologi
birokrasi yang bersumber dari manusia. Oleh karena itu perlu moderm-
isasi birokrasi dan peningkatan mutu, melalui Total Quality Manage-

ment didalam proses penyelenggaraan pemefintahan.

Latar Betakang Masalah

Era deregulasi ini, birokrasi
masih menjadi istilah pejoratif. Kata
‘birokratis’ atau cara-cara yang lazim
berlaku dalam birokrasi, diasosiasi-
kan dengan tidak efisien, prosedur
yang berbelit-belit, kemacetan/keter-
lambatan, pelayanan kurang memu-
askan. Data dari riset, yang dibuat
oleh lembaga rating Political and
Economic Research Consultancy
(PERC) kepada kalangan bisnis di
13 negara Asia, Indonesia menem-
pati no. 9 yang termasuk negara
yang efektivitas birokrasinya rendah.
Dilaporkan pula bahwa mayoritas
warga (74%) menganggap para
aparat pemda dalam menjalankan
tugasnya cenderung berperilaku
bukan sebagai abdi masyarkat mela-
inkan lebih condong sebagai abdi
negara, 55% warga menganggap

aparat mempersuiit urusan mereka,
50% warga menganggap pekerjaan
aparat tidak efisien dan efektif.

Seiring dengan kemajuan ma-
syarakat, birokrasi dituntut untuk
lebih peka terhadap perubahan-
perubahan masyarakat. Birokrasi ti-
dak saja dituntut untuk lebih efisisen
dan produktif, melainkan juga turut
berperan dalam pemberdayaan mas-
yarakat dalam pembangunan.

Dalam peranannya sebagai
pemberdaya, perlu pembenahan di
bidang administrasi dan birokrasi,
yang dikenal dengan reformasi ad-
ministrasi diartikan sebagai penggu-
naan wewenang untuk menerapkan
peraturan baru terhadap sistem ad-
ministrasi untuk mengubah tujuan,
struktur maupun prosedur, yang
dimaksudkan untuk mempermudah
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pencapaian tujuan pembangunan.
Arah dari pembangunan adminstrasi
dan aparatur di Indonesia dinyatakan
dalam GBHN 1998 bahwa strategi
pembangunan bagi aparatur peme-
rintah diarahkan pada peningkatan
kualitas dari keseluruhan sistem ad-
ministrasi negara termasuk di dalam-
nya adalah pembangunan SDM
yang memiliki disiplin, tanggung
jawab, kKejujuran, kemampuan profe-
sional, wawasan pembangunan dan
semangat pengabdian kepada ma-
syarakat, bangsa dan tanah air.
Sejalan dengan itu periu diupayakan
kewenangan yang rasional diantara
jajaran dan peringkat aparatur nega-
ra sehingga terlaksana penyeleng-

garaan administrasi negara yang
bersih, profesioanl, efisien dan
efektif.

Menurut teori Max Weber,
birokrasi pada hakekatnya mengan-
dung makna pengorganisasian yang
tertib, tertata dan teratur dalam
hubungan kerja yang berjenjang
serta mempunyai prosedur kerja
yang tersusun jelas dalam tatanan
organisasi. Namun apa yang diru-
muskan Weber tentang birokrasi,
yang merupakan tipe ideal itu,
sebenamya baru merupakan teori
atau model suatu masyarakat mo-
dem yang telah melakukan rasio-
nalisasi sikap dan tindakan-tindakan-
nya. Dalam masyarakat tradisional,
yang masih mendasarn nilail-nilai
feodal, prinsip tersebut belum dira-
sakan kebutuhannya. Baru ketika

struktur dan persoalan-persoalan
masyarakat menjadi semakin kom-
pleks maka prinsip-prinsip itu terasa
dibutuhkan.

Di negara-negara sedang
berkembang, pemerintah umumnya
membangun lembaganya lebih da-
hulu, tetapi pelaku pendukung
sistem masih tradisional. Padahal
prinsip yang dibangun oleh teori
Weber (weberian), pelaku pendu-
kung sistem  harus dibudayakan le-
bih dahulu dalam pengaturan lem-
baga sehingga menjadi pola perilaku
sehari-hari. Suatu lembagalsistem
dapat dikembangkan secara berta-
hap oleh perilaku yang memahami
dan mampu melaksanakan prinsip-
prinsip birokrasi. Dengan kata lain,
sebenamya materi prisip-prinsipnya
dilakukan lebih dahulu sebelum
formalisasi. Hal yang sering terjadi
pula bahwa birokrasi yang sebenar-
nya sebagai sarana atau alat, justru
dijadikan tujuan, maka diciptakanlah
peraturan-praturan yang melebihi
kebutuhan. Sehingga yang teradi
adalah formalitas didahulukan dan
prosedur dipersulit.

Dari  uraian di  atas
tampaknya antara upaya mencipta-
kan kualitas SDM aparatur pemerin-
tah akan sangat terkait dengan pro-
fesionalisme birokrasi, oleh karena
itu dalam tulisan selanjutnya akan
dibahas beberapa permasalahan
yang berkaitan dengan upaya
peningkatan kualitas aparatur peme-
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rintah dalam hubungannya dengan
profesionalisme birokrasi.

Perubahan ke arah Modernisasi
Birokrasi

Birokrasi yang ideal sebenar-
nya mengandalkan adanya pembi-
ayaan yang mencukupi. Dalam
perkembangan ekonomi sekarang,
birokrasi menghendaki pengeloiaan
yang mendasarkan diri pada prinsip-
pimsip ekonomi. Birokrasi periu
memperhitungkan input-out put (ma-
sukan dan hasil) serta benefit and
cost (manfaat dan biaya). Admi-
nistrasi perlu dikelola sebagaimana
perusahaaan, meskipun tidak dimak-
sudkan untuk mengejar keuntungan.
Prinsip-prinsip birokrasi harus diper-
timbangkan dengan rasionalitas eko-
nomi. Seperti apa yang dikemukakan
oleh Gabler dan Osbome (1995)
bahwa untuk lebih profesional maka
perusahaan-perusahaan negara ha-
rus melakukan privatisasi. Dalam
mencapai bentuk yang ideal, faktor
penting yang menjadi perhatian
adalah sumber daya manusianya
(SDM).

Perubahan ciri birokrasi tra-
disional kearah birckrasi modem
suatu kenyataan yang bersifat im-
peratif. Masyarakat yang dinamis
telah berkembang dalam berbagai
kegiatan yang semakin membu-
tuhkan tenaga-tenaga profesional.
Seiring dengan berbagai kemajuan
yang diraih oleh masyarkat, kebu-
tuhan akan pelayanan juga semakin

kompleks serta menuntut
kualitas pelayanan.

Birokrasi dalam peranannya
menghadapi tugas ganda, yakni di
satu pihak birokrasi hanis mampu
melakukan kiat-kiat strategis dalam
rangka memberikan pelayanan yang
lebih baik kepada masyarakat
(outward looking), di lain pihak biro-
krasi juga harus mampu mening-
katkan sumber daya manusia dalam
lingkungannya (inward  looking).
Upaya perbaikan kualitas pelayanan
idealnya akan diberikan, setelah
sumberdaya manusianya dilatih dan
mulai membudayakan apa yang
menjadi tuntutan masyarakat. Oleh
karena itu upaya peningkatan SDM
secara profesional harus dilakukan
secara simultan dengan upaya dere-
gulasi debirokratisasi.

Deregulasi yang mungkin bisa
dilakukan antara lain: 1) penataan
peraturan perundangan. Secara pri-
oritas harus dipilih peraturan mana
yang perlu didahulukan  untuk
dibenahi, sehingga mampu mencip-
takan lingkungan yang kondusif
untuk mengoptimalkan kinerja pega-
wal serta tidak menimbutkan ma-
salah dalam masyarakat. 2) Birokrasi
yang mengandung proses adminis-
trasi yang berbelit-belit harus disu-
dahi, dengan menata ulang kewe-
nangan antar instansi. 3) Mengop-
timalkan bidang kepenawaian me-
lalui pendidikan dan pelatihan. Bi-
dang kepegawaian pendidikan &
pelatihan harus mampu membuat

adanya
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